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ABSTRAKSalah satu bentuk lembaga keuangan non-bank yang cukup berkembang saat ini adalah lembagaventura atau venture capital. Modal ventura sangat mungkin bisa dijadikan salah satu alternatifpembiayaan karena sifatnya yang lebih fleksibel dibanding perbankan. Bila semua aturanperbankan harus mengacu kepada aturan Bank Indonesia, maka lembaga ventura (venturecapital) mengacu pada aturan main yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh sebuah komiteinternal atau kalangan profesional yang ditunjuk oleh para pemegang saham. Sehinggadimungkinkan produk kebijakan yang dihasilkan akan menjadi lebih marketable dan aplicable.Kontrak modal ventura merupakan dokumen hukum utama (main legal document) yang dibuatsecara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Akibat hukum kontrak yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi perusahaan modal ventura dan pihak perusahaan pasangan usaha (Pasal 1338 ayat(1) KUH Perdata).Kata Kunci: Pola pembiayaan bagi hasil terkelola, Pembiayaan modal ventura, Mendukung usahamikro, kecil dan menengah.
I. PendahuluanDampak krisis moneter yang terjadisejak pertengahan tahun 1997 yang laluhingga kini dirasakan belum juga berakhirdan bahkan telah menimbulkan stagnasi diberbagai sektor ekonomi. Meningkatnyabiaya produksi sebagai akibat kenaikanharga bahan baku dan menurunnya dayabeli masyarakat, telah menjadi pukulanyang amat telak bagi para pelaku usaha disektor riil, tak terkecuali usaha skala kecilmenengah (UKM).1Pada dunia pembiayaan ataupermodalan, selain dikenal istilah lembagakeuangan perbankan, kita juga mengenallembaga keuangan bukan bank. Berbedadengan lembaga perbankan, lembagakeuangan bukan bank  tidak diperbolehkanmengumpulkan dan mengelola danamasyarakat dalam menjalankan corebusinessnya nya. Sumber dana diperoleh

1 Iyuk Wahyudi, modal ventura sebagai
alternatif pembiayaan bagi skala usaha kecil
- menengah,Pustaka Jaya, Yogyakarta 2003,halaman 23.

dari setoran para pemilik, baik lembaga nonpemerintah maupun pemerintah.2Keberadaan usaha modal ventura diIndonesia dalam arti konstitusional danformal merupakan pranata hukum bisnisyang relatif masih baru. Usaha ini barudiperkenalkan melalui Paket Deregulasitanggal 20 Desember 1988 (Pakdes 1988)yang diikuti dengan dikeluarkannyaKeppres No. 61 Tahun 1988. Meskipundemikian, usaha modal ventura inimempunyai prospek yang cukup baikmengingat keberadaannya mempunyaiperanan yang sangat penting bagipengembangan usaha, khususnya bagiusaha mikro, kecil dan menengah diIndonesia. Kendala-kendala secara umumselama ini dihadapi oleh usaha   kecil sepertiketerbatasan modal, kemampuanmanajemen dan teknologi akan dapat
2 Ibid.
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dieliminasi dengan adanya lembagapembiayaan modal ventura.3Selain kedua peraturan di atas,modal ventura sebagai lembaga bisnisdibidang pembiayaan juga diatur dalamberbagai peraturan perundang-undanganbaik bersifat perdata maupun yang bersifatpublik4 dan  mengelompokkan sumberhukum modal ventura ke dalam duaklasifikasi, yaitu dari segi hukum perdatadan dari segi hukum publik. Dari segihukum perdata, perjanjian adalah sumberutama hukum modal ventura, adapun darisegi publik adalah peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama sebagaidasar  hukum modal ventura.Pelaksanaan penyertaan modal padaperusahaan pasangan usaha memerlukanperjanjian kredit. Perjanjian dalam bentuktertulis (kontrak) inilah merupakan dasarbagi terjadinya penyertaan modal dalamusaha modal ventura.5 Dokumen pokokyang sangat penting sebagai bukti adanyakerja sama dalam usaha modal venturaadalah perjanjian modal ventura (venture
capital agreement/ shareholder agreement).Oleh karena itu, dalam praktik bentuk-bentuk penyertaan modal  yang dilakukanperusahaan modal ventura ada beberapamacam, maka jenis perjanjiannyapuntergantung pada masing-masing bentukpenyertaan modal yang dipilihnya. Jikapenyertaan modal pada perusahaanpasangan usaha dilakukan dengan caramengambil saham dalam portepel, seringperjanjiannya disebut Share Subscription
agreement, atau perjanjian penyetoranmodal. Jika yang diambil oleh perusahaanmodal ventura adalah saham pendiri, makadokumennya disebut Perjanjian Jual BeliSaham. Akan tetapi, jika penyertaan modal

3 Sunaryo, Hukum Lembaga
Pembiayaan, Sinar  Grafika, Jakarta,2009, halaman 18.4 Abdul Kadir Muhammad dan RildaMurniati, Segi Hukum dan Lembaga

Pembiayaan, Citra Aditya Bakti,Bandung,2000, halaman 194.5 Munir Fuadi, Hukum tentang
Pembiayaan dalam teori dan praktik (leasing,
factoring, modal ventura, pembiayaan
konsumen, kartu kredit), Citra Aditya Bakti,Bandung,1995.halaman 167.

diberikan dalam bentuk convertible loan,maka perjanjiannya disebut perjanjianpinjam uang dengan opsi pembelian sahamatau dapat dipisahkan menjadi duaperjanjian, yaitu perjanjian pinjam uang danperjanjian opsi pembelian saham.Salah satu karakteristik yang khasdari usaha modal ventura adalah adanyarisiko yang tinggi atas investasi yangditanam pada perusahaan pasangan usaha.Kegiatan penyertaan modal padaperusahaan pasangan usaha yang notabenemerupakan usaha mikro, kecil danmenengah mempunyai potensi kegagalanapabila penyertaan modal tersebut tidakdilakukan dengan hati-hati. Meskipunperusahaan modal ventura dalammenjalankan aktivitasnya mempunyai misihumanis serta dituntut mempunyaitanggung jawab sosial, namun sebagailembaga bisnis yang bersifat komersialperusahaan modal ventura sudah barangtentu tidak mau menghadapi risikokerugian, bahkan sebaliknya bertujuanuntuk memperoleh keuntungan (profit
motive) dari usahanya.6Sebelum suatu perusahaan modalventura masuk ke dalam calon perusahaanpasangan usaha, tentu saja harus melewatirangkaian proses yang cukup kompleks.Dari mulai pembuatan proposal aplikasisampai dengan saat perusahaan modalventura yang menjadi mitra dariperusahaan pasangan usaha tersebut keluar(exit) atau melakukan proses divestasi.7Hal yang perlu digaris bawahi dariUndang-Undang  Nomor: 20 Tahun 2008adalah adanya pola kemitraan sebagaisalah satu upaya penguatan danpembinaan, yaitu kerjasama dalamketerkaitan usaha, baik langsung maupuntidak langsung, atas dasar prinsip salingmemerlukan, mempercayai, memperkuatdan  menguntungkan yang melibatkanpelaku usaha, baik  mikro, kecil,menengah dan besar.

6 Daeng Naja, Pengantar Hukum Bisnis
Indonesia, Pustaka Yustisia,Jakarta, 2009,halaman 51.7 Khotibul Umam,Hukum Lembaga
Pembiayaan, Pustaka Yustisia,Jakarta 2010,halaman 83.
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Pola kemitraan sebagai suatuterobosan dalam rangka penguatan danpembinaan bagi usaha kecil padadasarnya sudah diatur sebelumnya padaUndang-Undang Nomor: 9 Tahun 1999tentang Usaha Kecil. Adapun prinsip darikemitraan menurut Tim IKOPIN8 dapatdijabarkan sebagai berikut:1) Kesalingtergantungan;2) Saling memperkuat dan salingmenguntungkan;3) Proporsional artinya bidanggarapannya disesuaikan dengankarakteristik bidang usaha yangselaras untuk masing-masing pelakuekonomi;4) Proaktif dalam menjalankan kegiatan,yaitu pihak-pihak terkait memilikiinisiatif serta tanggung-jawab;5) Sinergi, yaitu keseluruhannya lebihbesar daripada jumlah bagian-bagiannya.Program kemitraan yangdicanangkan oleh pemerintah diharapkandapat membantu pengusaha mikro, kecildan menengah untuk meningkatkan dayasaing dalam menghadapi era persainganbebas yang akan diberlakukan.Apabila dilihat  tujuan lahirnyaUndang-Undang Nomor: 20 Tahun 2008tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menegahbertujuan untuk menumbuhkan danmengembangkan usahanya dalam rangkapembangunan perekonomian nasionalberdasarkan demokrasi ekonomi yangberkeadilan berlandaskan  Pancasila danUndang-Undang Dasar Negara KesatuanR.I tahun 1945 dalam rangkamenumbuhkan serta meningkatkankemampuan dunia usaha yang tangguhdan mandiri dalam pembentukan produknasional, perluasan kesempatan kerjadan berusaha, peningkatan ekspor, sertapeningkatan dan pemerataan pendapatanuntuk mewujudkan dirinya sebagai
8 Tim IKOPIN, “Tantangan-TantanganYang Dihadapi Koperasi, BUMN, Dan BUMSDalam Era Globalisasi”, dalam Seminar Aspek-Aspek Hukum dalam Kerjasama Bidang UsahaKoperasi, BUMN, dan Swasta, di Jakarta, 26-28September 1997.

tulang punggung serta memperkokohstruktur perekonomian nasional 9.Pemerintah telah melakukanberbagai upaya dalam rangka mendukungterlaksananya pemberdayaan bagi usahakecil dan usaha menengah di Indonesia,hal ini meliputi:10 penciptaan iklim usahayang kondusif untuk bertumbuhnyausaha kecil, pembinaan danpengembangan, pembiayaan danpenjaminan, kemitraan, perlindunganterhadap penyalahgunaan.Pemerintah menumbuhkan iklimusaha dalam aspek pendanaan dengancara memperluas sumber pendanaan,meningkatkan akses terhadap sumberpendanaan, memberikan kemudahandalam pendanaan.11Peningkatan iklim usaha dalamaspek persaingan dilakukan dengan caramenetapkan peraturan perundang-undangan serta kebijaksanaan yang dapatmeningkatkan kerjasama sesama usahakecil dalam bentuk koperasi, asosiasi danhimpunan kelompok usaha untukmemperkuat posisi tawar usaha kecil;mencegah pembentukan struktur pasaryang dapat melahirkan persaingan yangtidak wajar; serta mencegah terjadinyapenguasaan pasar dan pemusatan usahaoleh kelompok tertentu.12Penumbuhan iklim usaha dalamaspek prasarana dan informasi dilakukandengan cara menetapkan kebijaksanaan
9 Soeharto Prawirokusumo, “Usaha Kecildalam Pembangunan Ekonomi MengantisipasiGlobalisasi Pasar Bebas dalam InternasionalSeminar dengan Topik: Small Scale and Micro

Enterprises in Economic Development
Anticipating Globalization and Free Trade”, diJakarta, 20 Mei 2001.10 Soeharto Prawirokusumo, “Usaha Kecildalam Pembangunan Ekonomi MengantisipasiGlobalisasi Pasar Bebas dalam InternasionalSeminar dengan Topik: Small Scale and Micro
Enterprises in Economic Development
Anticipating Globalization and Free Trade”, diJakarta, 20 Mei 2001.11 Republik Indonesia, Undang-UndangNo. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil,Pasal 7.12 Republik Indonesia, Undang-UndangNo. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil,Pasal 8.
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untuk mengadakan prasarana umumyang dapat mendorong danmengembangkan pertumbuhan usahakecil; memberikan keringanan tarifprasarana tertentu bagi usaha kecil;membentuk dan memanfaatkan bankdata dan jaringan informasi bisnis;mengadakan dan menyebarkan informasimengenai pasar, teknologi, desain danmutu.13Diusahakan pula penumbuhaniklim usaha dalam aspek kemitraandengan cara menetapkan kebijaksanaanuntuk: mewujudkan kemitraan danmencegah terjadinya hal-hal yangmerugikan usaha kecil dalampelaksanaan transaksi usaha denganusaha menengah.14Ditumbuhkan pula iklim usahadalam aspek perijinan dengan caramenetapkan kebijaksanaan untukmenyederhanakan tata cara dan jenisperijinan dengan mengupayakanterwujudnya sistem pelayanan perijinansatu atap serta memberikan kemudahanpersyaratan utnuk memperolehperijinan.15Aspek perlindungan jugamerupakan salah satu upaya yangdilakukan demi menumbuhkan iklimusaha yaitu dengan menetapkanperaturan perundang-undangan dankebijaksanaan untuk menentukanperuntukan tempat usaha yang meliputipemberian lokasi di pasar, ruangpertokoan, lokasi sentra industri, lokasipertanian rakyat, lokasi pertambanganrakyat dan lokasi yang wajar bagipedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;mencadangkan bidang dan jenis kegiatanusaha yang memiliki kekhususan proses,bersifat padat karya, serta mempunyainilai seni budaya yang bersifat khususdan turun temurun; mengutamakan
13 Republik Indonesia, Undang-UndangNo. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil,Pasal 9.14 Republik Indonesia, Undang-UndangNo. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil,Pasal 11.15 Republik Indonesia, Undang-UndangNo. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil,Pasal 12.

penggunaan produk yang dihasilkanusaha kecil melalui pengadaan secaralangsung dari usaha kecil; mengaturpengadaan barang atau jasa danpemborongan kerja pemerintah; sertamemberikan bantuan konsultasi hukumdan pembelaan.16Direktorat Perbankan dan UsahaJasa Pembiayaan melalui Sub direkoratModal Ventura sedang melakukan upayapenyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang modal ventura.Penyempurnaan dimaksud untuk mengubahketentuan dalam KMK Nomor:1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember1988 tentang Ketentuan dan Tata CaraPelaksanaan Lembaga Keuangan, KMKNomor: 469/KMK.017/1995 tanggal 3Oktober 1995 tentang Pendirian danPembinaan Perusahaan Modal Ventura, danKMK Nomor: 58/KMK.017/1999 tanggal 15Februari 1999 tentang PengawasanKegiatan Perusahaan Modal Ventura Daerahsehingga lebih komprehensif. Pokok-pokokperubahan dan tambahan pengaturandalam upaya penyempurnaan tersebutmeliputi pengaturan kegiatan usaha modalventura, larangan dan batasan yang perludiindahkan oleh perusahaan modal ventura,penyempurnaan ketentuan mengenaipendirian perusahaan modal ventura,ketentuan mengenai pelaporan perusahaanmodal ventura.
II. Pengaturan Pembiayaan Dengan

Pola Bagi Hasil Terkelola Pada
Modal Ventura

A. Tinjauan Umum Hukum
Perjanjian Di IndonesiaKata perjanjian pada umumnyaberasal dari kata “overeenkomst”17. Kata“overeenkomst” diterjemahkan denganmenggunakan istilah perjanjian maupunpersetujuan. Mengenai kata perjanjian iniada beberapa pendapat yang berbeda.

16 Republik Indonesia, Undang-UndangNo. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil,Pasal 13.17 HFA Vollmar. Pengantar Studi HukumPerdata Jilid II. diterjemahkan oleh I.S.Adiwimarta, Rajawali, Jakarta,1984, h. 127.
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Menurut Wiryono Projodikoro,mengartikan perjanjian dari kata“verbintenis”, sedangkan kata“overeenkomst” diartikan dengan katapersetujuan.18Menurut R. Subekti, “verbintenis”diartikan sebagai perutangan atauperikatan, sedangkan “overeenkomst”diartikan sebagai persetujuan atauperjanjian.19Menurut Abdulkadir Muhammad,perikatan adalah hubungan hukum,hubungan hukum itu timbul karenaadanya peristiwa hukum yang dapatberupa perbuatan, kejadian, keadaandalam lingkup harta kekayaan.20Mengenai pengertian perjanjianini, J. Satrio mengemukakan pendapatnyabahwa, perjanjian adalah peristiwa yangmenimbulkan dan berisi ketentuanketentuan hak dan kewajiban antara duapihak atau dengan perkataan lain bahwaperjanjian berisi perikatan.21Menurut Pasal 1313 KUH Perdata,suatu perjanjian adalah suatu perbuatandengan mana satu orang atau lebihmengikatkan dirinya terhadap satu orangatau lebih. Dari peristiwa ini, munculsuatu hubungan antara dua orang tersebutyang dinamakan perikatan. Perjanjian itumenerbitkan suatu perikatan antara duaorang yang membuatanya. Dalambentuknya, perjanjian itu berupa suaturangkaian perkataan yang mengandungjanji-janji atau kesanggupan yangdiucapkan atau ditulis. Dengan demikian,hubungan antara perikatan danperjanjian, adalah bahwa perjanjian itu
18 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdatatentang Persetujuan-persetujuan Tertentu.Sumur Bandung, Bandung, 1981(selanjutnyadisingkat Wirjono Prodjodikoro I), h. 11.19 R. Subekti, Aspek-aspek HukumPerikatan Nasional. Alumni, Bandung, 1976(selanjutnya disingkat R. Subekti I), h. 12-13.20 Abdulkadir Muhammad, HukumPerdata Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti,Bandung,1993, h. 199.21 J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatanyang Lahir dari Perjanjian. PT. Citra Aditya Bakti,Bandung, 1995, h. 5.

menerbitkan suatu perikatan. Perjanjian,adalah sumber perikatan.22Menurut R. Setiawan, definisitersebut belum lengkap, karenamenyebutkan perjanjian sepihak saja danjuga sangat luas karena dengandipergunakannya perbuatan tersebutharus diartikan sebagai perbuatan hukum,yaitu perbuatan yang bertujuan untukmenimbulkan akibat-akibat hukum.Perbuatan harus diartikan sebagaiperbuatan hukum, yaitu perbuatan yangbertujuan untuk menimbulkan akibathukum. Menambahkan perkataan “salingmengikatkan diri” dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Sehingga, perumusannyamenurut beliau menjadi, perjanjian adalahsuatu perbuatan hukum, di mana satuorang atau lebih saling mengikatkandirinya terhadap satu orang atau lebih.23Menurut Rutten, dalam bukunyaPurwahid Patrik, rumusan perjanjianmenurut Pasal 1313 KUH Perdata terlaluluas dan mengandung beberapakelemahan. Adapun kelemahan tersebutadalah:241. Hanya menyangkut perjanjian sepihaksaja.2. Kata perbuatan mencakup juga tanpakonsensus atau kesepakatan.Sebagaimana disebutkan dalamdoktrin lama, yang disebut denganperjanjian, adalah perbuatan hukumberdasarkan kata sepakat untukmenimbulkan akibat hukum. Dalamdefinisi ini telah tampak adanya asaskonsensualisme dan timbulnya akibathukum (tumbuh atau lenyapnya hak dankewajiban), kemudian menurut doktrinbaru yang dikemukakan oleh Van Dunnedalam bukunya Salim H. S., perjanjiandiartikan sebagai suatu hubungan hukum
22 Prof. Subekti, SH., Hukum Perjanjian,Mandar Maju, Bandung, 1996 (selanjutnyadisingkat R. Subekti II), h. 1.23 R. Setiawan, Pokok-pokok HukumPerikatan. Putra A. Bardin, Bandung,1999, h. 49.24 Purwahid Patrik, Dasar-dasar HukumPerikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjiandan dari Undang-undang). Mandar Maju,Bandung, 1994 (selanjutnya disingkat PurwahidPatrikI), h. 46.
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antara dua pihak atau lebih berdasarkankata sepakat untuk menimbulkan akibathukum.25Apabila dikaji lebih lanjut bahwapola perjanjian pembiayaan modal venturatelah sesuai dengan konsep. Perjanjianpembiayaan modal ventura telah sesuaidengan KUH Perdata, hal ini disebabkantelah memenuhi unsur-unsur perjanjian dansyarat-syarat sahnya perjanjiansebagaimana tercantum dalam Pasal 1320KUH Perdata.26Mengenai syarat sahnya suatuperjanjian sebagaimana tertuang dalampasal 1320 KUH Perdata juga termuat dalamperjanjian antara perusahaan modalventura dengan perusahaan pasanganusaha.27Pola perjanjian pembiayaan modalventura telah sesuai dengan konsep. KUHPerdata, hal ini disebabkan telah memenuhiunsur-unsur perjanjian dan syarat-syaratsahnya perjanjian sebagaimana tercantumdalam Pasal 1320 KUH Perdata.28
B. Keberadaan Perusahaan Modal

Ventura Di IndonesiaIstilah modal ventura merupakanterjemahan dari terminologi bahasaInggris yaitu Venture Capital. Venturesendiri berarti usaha mengandung risiko,sehingga modal ventura banyak yangmengartikan sebagai penanaman modalyang mengandung risiko pada suatu usahaatau perusahaan,29 atau dapat puladiartikan sebagai usaha. Secara sempit,modal ventura dapat diartikan sebagaimodal yang ditanamkan pada usaha yangmengandung risiko dengan tujuan
25 Salim H. S., Hukum Kontrak Teori danTeknik Penyusunan Kontrak. SinarGrafika,Jakarta, 2003, h. 2626 Hasil Wawancara dengan NotarisFerry Susanto Limbong, SH.M.Hum di Medantanggal 23 Agustus 201127 Wawancara dengan BagusRukamantara (Direktur Utama PT. SaranaSumut Ventura) di Medan tanggal 13Agustus 201128 Wawancara dengan Notaris JuliIndriani Siregar, SH. di Medan tanggal 1September 201129 Hasanuddin Rahman, loc.cit.

memperoleh pendapatan berupa bungaatau deviden.30Modal Ventura, adalah suatupembiayaan oleh perusahaan modalventura (investor) dalam bentukpenyertaan modal ke dalam suatuperusahaan yang menerima bantuanpembiayaan (perusahaan pasangan usaha)untuk jangka waktu tertentu, di manasetelah jangka waktu tersebut lewat, pihakinvestor akan melakukan divestasi atassaham-sahamnya itu.31Menurut Dr. Neil Cross, dalambukunya O. P. Simorangkir, yang dimaksuddengan modal ventura adalah suatupembiayaan yang mengandung risiko,biasanya dilakukan dalam bentukpartisipasi modal terhadap perusahaan-perusahaan yang mempunyai potensiberkembang yang tinggi. Dan perusahaanmodal ventura menyediakan beberapanilai tambah dalam bentuk masukanmanajemen dan memberikankontribusinya terhadap keseluruhanstrategi perusahaan yang bersangkutan.Risiko yang relatif tinggi ini akandikompensasikan dengan kemungkinanhasil yang tinggi pula, yang biasanyadidapatkan melalui keuntungan yangdidapat dari hasil penjualan danpenanamanmodal yang bersifat jangka menengah.32Perusahaan modal ventura diIndonesia diawali dengan pembentukan PTBahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI),sebuah badan usaha milik negara (BUMN)yang sahamnya dimilki oleh DepartemenKeuangan (82,2%) dan Bank Indonesia(17,8%).33
30 Martono, Bank dan Lembaga KeuanganLain. Ekonasia Kampus Fakultas EkonomiUII,Yogyakarta, 2004, h. 127.31 Munir Fuady, Pengantar Hukum BisnisMenata Bisnis Modern di Era Global. PT.CitraAditya Bakti, Bandung, 2005 (selanjutnyadisingkat Munir Fuady II), h. 125.32 O. P. Simorangkir, Pengantar LembagaKeuangan Bank dan Non Bank. Ghalia Indonesia,Bogor, 2004, h. 170.33 Harian Bisnis Indonesia Jumat,21Februari 2003http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=268&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&p_ared_id=224457&p_ared_atop_id=O13
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C. Pengaturan Pola Bagi Hasil
Terkelola Pada Modal VenturaMenurut Pasal 1 huruf (11)Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun1988 tentang Lembaga Pembiayaan danPasal 1 huruf (h) Keputusan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuandan Tata Cara Pelaksanaan LembagaPembiayaan, Perusahaan modal venturaadalah badan usaha yang melakukankegiatan pembiayaan dalam bentukpenyertaan modal ke dalam suatuperusahaan pasangan usaha untuk jangkawaktu tertentu. Pembiayaan yang dapatdiberikan perusahaan modal venturadapat dilakukan dengan beberapa cara,yaitu :341. Penyertaan Modal LangsungPenyertaan modal langsung, adalahpenyertaan modal perusahaan modalventura pada perusahaan pasanganusaha dengan cara mengambil bagiansejumlah tertentu saham perusahaanpasangan usaha yang bersangkutan.Pola ini dikenal dengan pembiayaanlangsung. Penyertaan modal dalambentuk saham dapat dilakukan dengancara :a. Bersama-sama mendirikan suatuperusahaan.b. Penyertaan modal perusahaanmodal ventura dalam bentukpengambilan sejumlah porto foliosaham perusahaan pasanganusaha.2. Semi Penyertaan Modal LangsungPembiayaan ini dilakukan denganmembeli obligasi konversi yangditerbitkan oleh perusahaan pasanganusaha. Cara pembiayaan seperti inibanyak disukai baik oleh perusahaanmodal ventura maupun perusahaanpasangan usaha karena sifatnya lebihfleksibel.3. Pembiayaan Bagi HasilPembiayaan ini dilakukan dalam halusaha yang akan dibiayai tidakberbentuk badan hukum atau syarat-

34 Frianto Pandia, Elly Santi Ompusunggudan Achmad Abror, Lembaga Keuangan.PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2005, h. 92.

syarat yang harus dipenuhi untukpenyertaan modal langsung belumatau tidak dipenuhi oleh perusahaanpasangan usaha. Bentuk pembiayaanini menekankan pada aspek bagi hasildari keuntungan yang diperoleh dariusaha yang dibiayai, oleh karena ituhal-hal yang perlu diperhatikan dalampembiayaan ini adalah kewenanganbertindak pihak yang mewakiliperusahaan pasangan usaha, obyekdana serta jaminan atas pemberiandana. Pembiayaan dengan memilihpola bagi hasil dapat saja dilakukanantara perusahaan modal venturadengan perusahaan pasangan usahayang telah berbadan hukum, terutamausaha kecil.Perusahaan modal venturamelakukan kegiatan pembiayaansebagaimana disebutkan oleh AbdulkadirMuhammad dan Rida Murniati, dalambukunya Hasanuddin Rahman, bahwausaha modal ventura menyediakanpembiayaan dengan cara :1. Pembelian saham perusahaanpasangan usaha yang dibiayai(Penyertaan saham).Penyertaan saham adalah penyertaanperusahaan modal ventura, padaperusahaan pasangan usaha dalambentuk pengambilan sejumlah sahamtertentu dari portepel sahamperusahaan pasangan usaha. Sahamyang diambil oleh perusahaan modalventura tersebut berasal dari saham-saham dalam portepel, artinya saham-saham tersebut masih belum diambilbagian dan disetor oleh pemegangsaham lainnya (pemegang sahamlama), namun telah dikeluarkan olehperusahaan pasangan usaha.352. Penyertaan modal langsung ke dalamperusahaan pasangan usaha yangdibiayai (pola bagi hasil).Pembiayaan ini biasa dikenal dengan
profit sharing yang merupakan polapembiayaan kerjasama dimanakeuntungan bagi perusahaan modal

35 PT. Bahana Artha Ventura, KetentuanPokok Pembiayaan Perusahaan ModalVentura.Jakarta, 1996, h. 8.
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ventura ditetapkan denganmenentukan pembagian persentasetertentu dari keuntungan setiapperiode tertentu yang akan diberikanoleh perusahaan pasangan usahakepada perusahaan modal ventura.3. Obligasi konversi yang memiliki hakopsi untuk ditukarkan dengan sahambiasa perusahaan pasangan usahayang dibiayai.Pada dasarnya obligasi konversimerupakan bentuk campuran antarahutang dan modal, dimana pemegangsurat hutang tersebut mempunyai opsiuntuk mengkonversi hutang tersebutmenjadi sejumlah saham-saham barupada perusahaan penerbit obligasidalam jangka waktu tertentu.36Obligasi konversi adalah salah satubentuk penyertaan modal tidak langsungyang pada awalnya dilakukan dalambentuk hutang piutang. Obligasi ininantinya dapat dikonversikan menjadisaham perusahaan modal ventura padaperusahaan pasangan usaha.Pada perkembangannya, jenispembiayaan oleh perusahaan modalventura terbagi menjadi dua, yaitu :37a. Penyertaan modal (dibukukan dalampos modal oleh perusahaan penerimadana), danb. Pemberian pinjaman dengan pola bagihasil (dibukukan dalam pos pinjamanoleh perusahaan penerima dana)seperti halnya pinjaman atau kreditdari bank.
III. Pola Pembiayaan Yang

Diterapkan Perusahaan Modal
Ventura Bagi Usaha Mikro, Kecil
Dan Menengah

A. Pihak-Pihak Yang Terlibat
Dalam Pembiayaan Modal
VenturaPihak-pihak yang terlibat dalamproses pembiayaan modal ventura ada 2(dua) macam, yaitu :1).  Pihak-Pihak Utamaa. Perusahaan Modal Ventura

36 Hasanuddin Rahman, op.cit, h. 13037 Hasanuddin Rahman, op.cit, h, 23.

b. Perusahaan Pasangan Usahac. Notaris2). Pihak-pihak lain yang terlibat dalampembiayaan modal ventura.a. Penyandang Danab. Akuntan Publikc. Perusahaan Jasa Penilai atau Appresial

B. Jenis-Jenis Pembiayaan Modal
VenturaPembiayaan yang dapat diberikanperusahaan modal ventura dapatdilakukan dengan beberapa cara, yaitu :381. Penyertaan Modal Langsung2. Semi Penyertaan Modal Langsung3. Pembiayaan Bagi Hasil

C. Perjanjian Pembiayaan Dengan
Pola Bagi Hasil Di Perusahaan
Modal VenturaMenurut Andi Maradang Mackulau,perjanjian pembiayaan dengan pola bagihasil merupakan suatu perjanjian dalamhal mana pihak yang satu (pihak pertama)berkewajiban menyerahkan sejumlahuang dan atau barang tertentu kepada danuntuk dipergunakan oleh pihak yang lain(pihak kedua) sebagai modal atautambahan modal usaha, dengan kewajibanbagi pihak lainnya itu unutk padawaktunya membayar kembali danmemberi imbalan pada pihak pertamamenurut bentuk, cara, jumlah, jangkawaktu serta syarat yang telah disepakati.39

D. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian
Pembiayaan Dengan Pola Bagi
HasilDi dalam perjanjian pembiayaandengan pola bagi hasil terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam prosespembiayaan modal ventura, yaitu :1. Perusahaan modal venturaPerusahaan modal ventura merupakansalah satu pihak dalam suatuperjanjian, yakni pihak yang

38 Frianto Pandia, Elly Santi Ompusunggudan Achmad Abror, Lembaga Keuangan. PTRineka Cipta, Jakarta, 2005, h. 92.39 Andi Maradang Mackulau, “TinjauanHukum Pembiayaan Bagi Hasil ModalVentura”Rapat Executive Committee 4November 2003, 2003, h. 2.
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memberikan dana kepada pihaklainnya, yaitu pihak perusahaanpasangan usaha. Yang dapatmenjalankan perusahaan modalventura adalah hanya perusahaanpembiayaan.2. Perusahaan pasangan usahaPerusahaan pasangan usaha haruslahberbentuk perusahaan. Dengandemikian, pihak perorangan tidakmungkin mendapatkan bantuan modalmelalui bisnis modal ventura. Lembagapembiayaan modal ventura dapatmembantu perkembangan usaha mikrokecil dan menengah, sesuai dengankonsep modal ventura itu sendiri yaitusebagai salah satu lembaga pembiayaanyang dapat membiayai perusahaan yangmemerlukan modal untukmengembangkan usaha. Dalam hal iniperusahaan yang diberikan modal usahaadalah perusahaan yang dalam tahappengembangan, sehingga perananperusahaan modal ventura tidak hanyamemberi modal tetapi juga meliputipembinaan usaha.40
E. Peranan Perusahaan Modal

Ventura Mendukung Usaha
Mikro, Kecil Dan Menengah1. Berdirinya atau terbentuknyasuatu perusahaan baru2. Membantu perusahaan yangmengalami kesulitan pada tahapawal3. Tahap pengembanganproduk/tahap kemunduran4. Merealisasi ide menjadi suatuproduk5. Melancarkan mekanisme investasidalam dan luar negeri6. Mengembangkan proyek researchand development7. Pengembangan tehnologi barudan alih tehnologi8. Pengalihan kepemilikan suatuperusahaan

40 Wawancara dengan BagusRukmantara (Direktur Utara  PT. SaranaSumut Ventura) di Medan tanggal 13Agustus 2011

IV. Penggunaan Jaminan Khusus
(Agunan) Pada Pola Bagi Hasil
Terkelola Dalam Pembiayaan
Modal Ventura

A. Hak Dan Kewajiban Para Pihak
Dalam Perjanjian Pembiayaan
Dengan Pola Bagi HasilHak dan kewajiaban pihak yangmemberikan modal ventura atauperusahaan modal ventura dan pihak yangmenerima modal ventura atau perusahaanpasangan usaha, yaitu :411.   Kewajibana).  Kewajiban Perusahaan Modal VenturaPada dasarnya kewajibanperusahaan modal ventura hanyalahberupa penyediaan uang atau modalkepada perusahaan pasangan usahanya,sebesar berapa yang telah disepakatidalam perjanjian. Namun demikian,perusahaan modal ventura dituntut untukmemenuhi kewajibannya yang lain, antaralain :

- Melakukan pembinaan terhadapperusahaan pasangan usahanya, baikatas usaha operasional, manajemendan keuangan yang dibiayai denganmodal tersebut.
- Melakukan pelaporan-pelaporan yangdiwajibkan oleh pemerintah,khususnya yang berkenaan denganbantuan dan pembinaan pengusahakecil yang ada di daerahnya.b).  Kewajiban Perusahaan PasanganUsaha Kewajiban dari perusahaanpasangan usaha, antara lain,mengembalikan modal yang telahditerimanya tersebut kepada perusahaanmodal ventura setelah jangka waktutertentu yang telah disepakati dalamperjanjian dan membayar bunga atau bagihasil atas pemberian modal tersebutsebesar berapa yang telah disepakatidalam perjanjian.2. Haka). Hak Perusahaan Modal venturaHak Perusahaan Modal Ventura,antara lain :
- Berhak untuk mendapatkanpembayaran angsuran dan bagi hasil

41 Hasanuddin Rahman, op.cit, h. 118.
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dari pembiayaan yang diberikan olehperusahaan modal ventura, sekaliguspinjaman pokoknya.
- Berhak melakukan Divestasi, yaitupelepasan investasi yang dilakukanperusahaan modal ventura, apabilausaha dari perusahaan pasanganusahanya telah mencapai keberhasilanyang ditargetkan.
- Berhak menegur perusahaan pasanganusaha yang wanprestasi.b). Hak Perusahaan Pasangan UsahaHak perusahaan pasangan usaha,antara lain :
- Berhak mendapatkan pelayanan dariperusahaan modal ventura.
- Berhak memperoleh modal(pembiayaan) dari perusahaan modalventura untuk menjalankan usahanya.
- Berhak mendapatkan pembinaan dariperusahaan modal ventura.

B. Isi Yang Diperjanjikan Dalam
Perjanjian Pembiayaan Dengan
Pola Bagi HasilPelaksanaan perjanjianpembiayaan dengan pola bagi hasil modalventura didasarkan dari isi perjanjiantersebut. Isi perjanjian tersebut meliputi:42a. Jumlah pembiayaan.Jumlah pembiayaan harus disebutkandengan jelas dengan satuan mata uangyang disepakati bersama.b. Cara penarikan atau pencarian.Cara penarikan dana bantuan dapatditarik tunai, menggunakan cek, bilyetgiro, pemindahbukuan ke rekeningtertentu, dan lain-lain sesuaikesepakatan bersama.c. Jadwal penggunaan bantuan.Jadwal penarikan atau penggunaandana harus sesuai dengan kebutuhandana tersebut dalam kegiatan usahaperusahaan pasangan usaha.d. Jangka waktu bantuan dana.Jangka waktu bantuan dana harusdisebutkan dengan tegas, sehinggaperusahaan pasangan usaha dapat

42 Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru,Bank dan Lembaga Keuangan Lain. SalembaEmpat, Jakarta, 2006, h. 250.

membuat rencana kerja daripembiayaan yang sesuai.
e. Bentuk balas jasa finansial.Bentuk balas jasa yang diberikan olehperusahaan pasangan usaha dapatberupa bunga, bagi hasil darikeuntungan, biaya-biaya, dan lain-lain.f. Cara, jumlah, waktu pembayaran balasjasa finansial.Cara, jumlah, waktu pembayaran balasjasa finansial harus disebutkan denganjelas. Balas jasa dalam bentuk bagihasil harus disertai juga proposi bagihasil atas dasar periode waktutertentu sesuai dengan kesepakatan.g. Cara penarikan kembali investasi(divestasi).Divestasi dapat dilakukan denganberbagai cara yang rencanapelaksanaannya harus disepakati dulupada awal proses modal ventura.h. Syarat divestasi yang dipercepat.Dalam keadaan tertentu, divestasidapat saja dilakukan lebih awaldaripada waktu yang telahdirencanakan. Keadaan tertentusebagai prasyarat pelaksanaandivestasi yang dipercepat tersebutbervariasi, antara lain : prospekperusahaan pasangan usaha yangsangat diragukan, kerugianperusahaan pasangan usaha yangsangat besar, krisis perekonomian,keuntungan atau perkembanganperusahaan pasangan usaha yangsangat besar, sehingga tidak lagimemerlukan bantuan modal ventura,dan lain-lain sesuai kesepakatan.i. Perubahan atau perpindahankepemilikanKesepakatan tentang adanyakemungkinan perubahan atauperpindahan kepemilikan atasperusahaan pasangan usaha.

C. Wanprestasi Dan Akibat
HukumnyaWanprestasi (default atau nan

fulfillment) ataupun yang disebutkandengan istilah breach of contract adalahtidak dilaksanakan prestasi atau
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kewajiban sebagaimana mestinya yangdibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang dimaksudkandalam kontrak yang bersangkutan.43Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda“wandaad”, yang berarti prestasi buruk.Menurut R. Subekti, wanprestasi(kealpaan atau kelalaian) seorang debiturdapat berupa 4 (empat) macam, yaitu :44
- tidak melakukan apa yang disanggupiakan dilakukannya;
- melaksanakan apa yang dijanjikannya,tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- melakukan apa yang dijanjikan, tetapiterlambat; dan
- melakukan sesuatu yang menurutperjanjian tidak boleh dilakukannya.Bentuk-bentuk dari wanprestasi adalah:45
- tidak memenuhi prestasi sama sekali
- memenuhi prestasi secara tidak baik
- terlambat memenuhi prestasiSeorang debitur yang melakukanwanprestasi, sebagai pihak yang wajibmelaksanakan sesuatu mengakibatkan iadapat dikenai sanksi atau hukumanberupa :a. Membayar kerugian yang diderita olehkreditur atau ganti rugi (Pasal 1234KUHPeradata).b. Pembatalan perjanjian melalui hakim(Pasal 1266 KUHPerdata).c. Peralihan resiko kepada debitur sejaksaat terjadinya wanprestasi (Pasal1237 ayat (2) KUHPerdata).d. Membayar biaya perkara, apabilasampai diperkarakan di muka hakim(Pasal 181 ayat (1) HIR).

D. Pelaksanaan Perjanjian
Pembiayaan Dengan Pola Bagi

43 Munir Fuady, Hukum Kontrak (DariSudut Pandang Hukum Bisnis). PT Citra AdityaBakti, Bandung, 2001 (selanjutnya disingkatMunir Fuady III), h. 87-88.44 R. Subekti, op.cit, h. 45.45 Purwahid Patrik, Hukum Perdata I(Asas-asas Hukum Perikatan). Badan PenerbitUniversitas Diponegoro, Semarang, 1990(selanjutnya disingkat Purwahid Patrik III), h.12.

Hasil Di PT. Sarana Sumut
VenturaPelaksanaan perjanjian pembiayaan modal ventura antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha harus melalu i mekanisme operasional modal ventura, yakni :461. Proses Seleksi AwalTahap ini merupakan prosespendahuluan dari pencairan danamodal ventura, yaitu untukmengetahui layak tidaknya calonPerusahaan Pasangan Usaha untukdidanai. Pada tahap ini, yang ditelitiantara lain : hal-hal mengenai bentukbadan usaha, bidang bisnis, skalausaha, kepemilikan.2. Proses PenjajakanProses ini merupakan kegiatanevaluasi pendahuluan, yang meliputikegiatan diskusi mengenai aspek-aspek, seperti permasalahan yangsudah dan atau akan ada, kewajibanusulan proyek, kebutuhan dana yangriil, prospek bisnis.3. Proses EvaluasiIni merupakan proses penilaian lebihlanjut dan rinci untuk memastikanapakah pendanaan lewat modalventura itu pantas diberikan atautidak, dan apakah prospek pemberiandana tersebut nantinya baik atautidak. Aspek yang akan dievaluasidalam proses ini, antara lain : aspekhukum, aspek teknis, aspekpemasaran, aspek keuangan sertaaspek manajemen.4. Proses KonfirmasiDalam proses ini, sudah ada keputusanpendahuluan tentang diterima atautidaknya proposal calon PerusahaanPasangan Usaha yang bersangkutan.5. Proses Persiapan KerjasamaProses ini, meliputi kegiatan-kegiatanpenentuan besarnya modal yang akandiberikan, pembuataan sertapenandatanganan perjanjianpembiayaan modal ventura, verivikasiatas dokumen legal lainnya, danpenyusunan rencana implementasi.6. Proses Pendirian Badan Hukum (untukjenis pembiayaan dengan penyertaansaham)Apabila, perusahaan yang merupakanpasangan usaha belum terbentuk,

46 Munir Fuady I, op.cit, h. 126-130.
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maka terlebih dahulu dibentukperusahaan yang berbentuk badanhukum, biasanya dalam bentukPerseroan Terbatas.7. Proses ImplementasiDalam tahap ini, rencana yang telahdisepakati bersama direalisasi, yangdapat mencakup kegiatan-kegiatan,antara lain : pencairan dana,implementasi sistem keuangan,pembangunan fisik, evaluasipelaksanaan pembangunan fisik.8. Proses KomersialTerhadap proses yang telah ditempuhsebelumnya, dilakukan komersialisasi,yang jika investasinya berhasil akandilakukan :
- evaluasi perkembangan usaha danpelaksanaan kerja, berdasarkanlaporan keuangan
- supervisi.
- penyusunan dan evaluasi rencanakerja.
- penanganan khusus (di luarrencana kerja).
- Rapat Umum Pemegang SahamJika investasinya tidak berhasil,maka terhadap komersialisasi inihanya dapat dilakukan:
- tindakan pengamanan, dengan caramengundang pihak ketiga lainnyauntuk dapat berpartisipasi kedalam Perusahaan Pasangan Usahayang bersangkutan
- pembubaran kerjasama9. Proses Divestasi.Proses divestasi ini wajib dilakukanoleh Perusahaan Modal Ventura,karena bukanlah tujuan pendanaanlewat modal ventura ini untuk tetappermanen di dalam Perusahaanpasangan Usahanya.Pelaksanaan perjanjianpembiayaan dengan pola bagi hasil modalventura didasarkan dari isi perjanjiantersebut. Isi perjanjian tersebut meliputi:47a. Jumlah pembiayaan

47 Totok Budisantoso dan SigitTriandaru, loc.cit.

Jumlah pembiayaan harus disebutkandengan jelas dengan satuan mata uangyang disepakati bersama.b. Cara penarikan atau pencarianCara penarikan dana bantuan dapatditarik tunai, menggunakan cek, bilyetgiro, pemindahbukuan ke rekeningtertentu, dan lain-lain sesuaikesepakatan bersama.c. Jadwal penggunaan bantuanJadwal penarikan atau penggunaandana harus sesuai dengan kebutuhandana tersebut dalam kegiatan usahaperusahaan pasangan usaha.d. Jangka waktu bantuan danaJangka waktu bantuan dana harusdisebutkan dengan tegas, sehinggaperusahaan pasangan usaha dapatmembuat rencana kerja daripembiayaan yang sesuai.e. Bentuk balas jasa finansialBentuk balas jasa yang diberikan olehperusahaan pasangan usaha dapatberupa bunga, bagi hasil darikeuntungan, biaya-biaya, dan lain-lain.f. Cara, jumlah, waktu pembayaran balasjasa finansialCara, jumlah, waktu pembayaran balasjasa finansial harus disebutkan denganjelas. Balas jasa dalam bentuk bagihasil harus disertai juga proposi bagihasil atas dasar periode waktutertentu sesuai dengan kesepakatan.g. Cara penarikan kembali investasi(divestasi)Divestasi dapat dilakukan denganberbagai cara yang rencanapelaksanaannya harus disepakati dulupada awal proses modal ventura.
h. Syarat divestasi yang dipercepatDalam keadaan tertentu, divestasidapat saja dilakukan lebih awaldaripada waktu yang telahdirencanakan. Keadaan tertentusebagai prasyarat pelaksanaandivestasi yang dipercepat tersebutbervariasi, antara lain : prospekperusahaan pasangan usaha yangsangat diragukan, kerugianperusahaan pasangan usaha yangsangat besar, krisis perekonomian,
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keuntungan atau perkembanganperusahaan pasangan usaha yangsangat besar, sehingga tidak lagimemerlukan bantuan modal ventura,dan lain-lain sesuai kesepakatan.i. Perubahan atau perpindahankepemilikanKesepakatan tentang adanyakemungkinan perubahan atauperpindahan kepemilikan atasperusahaan pasangan usaha.
V. PenutupBerdasarkan hal di atas, maka dapatditarik kesimpulan bahwa :1. Sampai saat ini belum adaperaturan yang secara tegasmengatur tentang pelaksanaanpembiayaan dengan pola bagi hasilterkelola pada  perusahaan modalventura. Oleh karena itupelaksanaan pengelolaan pola bagihasil terkelola pada perusahaanmodal ventura dilakukanberdasarkan peraturan internalmasing-masing perusahaan modalventura.Dasar hukum pelaksanaannyamengacu kepada Ketentuanperjanjian dalam buku III KUHPerdata khususnya pasal 1338KUH Perdata tentang azaskebebasan berkontrak. Padaprinsipnya pengelolaanpembiayaan dengan pola bagi hasilterkelola hampir sama dengan polapembiayaan bagi hasil padaumumnya, hanya yangmembedakan adalah proyeksikeuntungan usaha padaperusahaan pasangalan usahasudah diperhitungkan berdasarkanhasil analisa usaha yang dilakukanterlebih dahulu. Oleh karena dasarpembiayaan pola bagi hasilterkelola adalah pasal 1338 KUHPerdata, maka dimensi bisnis lebihmenonjol dibandingkan denganupaya untuk memudahkanpengembangan umkm. Sedangkanpengaturan teknis polapembiayaan bagi hasil terkelolapada perusahaan modal ventura

tetap mengacu kepada prinsipkehati-hatian (prudent), seperti :a). Tahapa pra-investasi, yaitudilakukan berbagai tahap sebelumdilakukan penyertaanmodal/pembiayaan oleh PT.Sarana Sumut Ventura. b). Tahaprealisasi pencairan dana danimplementasi, yaitudilaksanakannya pencairan danadan pelaksanaan rencana bisnis.c). Tahap monitoring Monitoringatau pengawasan. d). Tahapdivestasi.2. Lembaga pembiayaan modalventura memudahkan danmembantu perkembangan usahamikro, kecil dan menengah sesuaidengan konsep modal ventura itusendiri, yaitu sebagai salah satulembaga pembiayaan yang dapatmembiayai perusahaan-perusahaan yang memerlukanmodal usaha untukmengembangkan usaha.Setidak-tidaknya ada 3 (tiga) peranpenting perusahaan modal venturayang dapat membantuperkembangan umkm yaitu, 1).Perusahaan modal venturamelayani pembiayaan yangdibutuhkan oleh umkm yang belumbankable dengan syarat-syaratpembiayaan yang lebih fleksibeldibanding dengan lembagaperbankan. 2). Perusahaan modalventura tidak hanya memberikanpembiayaan tetapi juga melakukanpembinaan dan penguatankapasitas umkm dalam mengelolaperusahaan. 3). Pada saatperusahaan pasangan usahamengalami permasalahan ataupenurunan kemampuanpembayaran, maka perusahaanmodal ventura lebihmengedepankan upayapenyelesaian secara kekeluargaanseperti tindakan restruksturisasidan rescheduling sehingga umkmlebih fleksibel dalammenyelesaikan permasalahanpembiayaan.
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3. Pola bagi hasil perusahaan modalventura tetap menggunakanjaminan khusus (agunan) sebagaiupaya pengamanan pengembalianpembiayaan. Kewajiban adanyajaminan khusus pada perusahaanmodal ventura didasarkan padapertimbangan : 1). Secara normatiftidk ada ketentuan peraturanperundang-undangan yang tidakmembenarkan adanya jaminankhusus pada perusahaan modalventura. 2). Sumber danapembiayaan berasal dari equitasdan pinjaman dari pihak lain,sehingga perlu adanya jaminanpengembalian. 3) Risiko nonperforming loan (NPL) pada UMKMdi Indonesia relatif lebih tinggi,sehingga  perusahaan modalventura memerlukan pengamananbagi kembalinya dana pembiayaanyang telah disalurkan. Tujuannyasecara umum adalah untukmemastikan pengembalianpembiayaan agar dapat disalurkankembali kepada UMKM lain.Terhadap hal di atas, maka perludisarankan beberapa hal sebagai berikut :1. Hendaknya pemerintah  sebagairegulator mengeluarkan regulasiyang jelas tentang pembiayaanmodal ventura sehinggakeberadaan pembiayaan modalventura dapat lebih berperandalam pemberdayaan umkm.Dengan peraturan ini akanterdapat keseragaman dalampelaksanaan pembiayaan modalventura.2. Pemerintah sewajarnyamengalokasikan dana kepadaperusahaan modal ventura yangkhusus yang ditujukan kepadapembiayaan UMKM. Sehinggakeberlanjutan pembiayaan modalventura untuk usaha mikro, kecildan menengah lebih terjaminkarena perusahaan modal venturatidak tergantung padaketersediaan equitas dan pinjamanpihak III dalam penyaluranpembiayaan kepada UMKM.

3. Pemerintah pusat dan daerahdiharapkan  lebih memperhatikankeberadaan perusahaan modalventura dalam bentuk turutmemberikan pembinaan,kerjasama pengembangankapasitas sumber daya manusiadan mensosialisasikan keberadaanperusahaan modal ventura sebagaisalah satu lembaga yangmembangun ekonomi rakyat.4. Diharapkan BUMN pusat dandaerah berperan aktif dalam halmembantu ketersediaan dana bagiperusahaan modal ventura untukmemberdayakan UMKM melaluipenyaluran dana kemitraan BUMNmelalui perusahaan modal ventura,sehingga dengan demikianperusahaan modal ventura dapatlebih berperan sebagai lembagapembiayaan usaha yang proaktifturut membangun ekonomikerakyatan sebagai mana yangdiharapkan oleh pemerintah danrakyat Indonesia.
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